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Abstrak 

Kajian Identifikasi karakteristik dan Aktivitas  penyuluh perikanan swadaya (PPS)  di Kabupaten 

Bogor, dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  

karakteristik dan aktivitas PPS di Kabupaten Bogor, dan menganalisis hubungan keduanya.  

Metode penelitian yang digunakan survei dan wawancara, yang merupakan sensus terhadap 31 

orang responden PPS.  Hasil analisis uji Pearson Chi Square dengan taraf kepercayaan σ=0.05 

menunjukkan bahwa karakteristik internal/ pribadi dan karakteristik eksternal PPS secara parsial 

berhubungan nyata dengan aktivitas PPS.     

  

Abstract 

The analysis on Voluntary Fisheries Extension Agents (Penyuluh Perikanan Swadaya-PPS) in 

Bogor Regency was conducted on January-March 2014.  The main objectives of the study are to 

identify PPS characteristics and activities, and also to identify the relationship of those two factors.  

Survey was chosen as the method of the study, to identify 31 PPS as respondent of the study.  The 

results of Pearson Chi-Square analysis with σ = 0.05 indicated that both internal and external 

characteristics of PPS were significantly related to PPS activites. 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

dalam pasal 20 ayat 1 mengamanatkan 

bahwa  “Kegiatan penyuluhan dilakukan 

oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta dan 

penyuluh swadaya”. Keberadaan 

penyuluh swasta dan penyuluh swadaya 

bersifat mandiri untuk memenuhi 

kebutuhan pelaku utama dan pelaku 

usaha.  Dengan diberlakukannya UU 

No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah serta UU No. 16 Tahun 2006 

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan dan peraturan-
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peraturan yang mengikutinya, konsep 

penyuluhan menjadi berubah.  Paradigma 

pembangunan perikanan telah bergeser 

dari pendekatan sentralistik menjadi 

desentralistik. Penyelenggaraan 

penyuluhan perikanan diserahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah daerah.  

Salah satunya yaitu termasuk kebutuhan 

tenaga penyuluh yang sulit dipenuhi oleh 

pemerintah.  Dalam kondisi ini, maka 

keberadaan penyuluh swasta dan 

swadaya diperlukan untuk menyokong 

keberhasilan sistem penyuluhan yang 

dikembangkan di Indonesia.  

 

Jumlah penyuluh perikanan yang 

tercatat di Pusat Penyuluh Perikanan KP 

pada tahun 2013 yaitu 10242 orang (tabel 

1). Terlihat bahwa Penyuluh Perikanan 

Swadaya (PPS) cenderung lebih banyak 

jumlahnya dibandingkan dengan 

Penyuluh lainnya (51,4 %).  

Sebagai ilustrasi kondisi 

ketenagaan penyuluh perikanan di 

beberapa kabupaten di Provinsi Jawa 

Barat dapat dilihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2, Kabupaten 

Bogor mempunyai jumlah penyuluh lebih 

banyak d ibandingkan dengan 

kabupaten lainnya, dan PPS lebih banyak 

dibandingkan dengan penyuluh lainnya. 
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Kabupaten Bogor  mempunyai  jumlah 

40 kecamatan dengan jumlah Pokdakan 

sekitar 250 kelompok atau 8176 RTP.  

Setiap penyuluh perikanan PNS telah 

memiliki wilayah binaan 2-3 kecamatan 

sementara dalam 1 kecamatan terdapat 6-

10 desa. Dengan kondisi ini, 

penyelenggaraan penyuluhan belum 

optimal jika melihat luas wilayah dan 

banyaknya Pokdakan yang memiliki 

tingkat kemampuan dan pengetahuan 

yang beragam. Agar penyelenggaraan 

penyuluhan perikanan dapat terlaksana 

sesuai dengan potensi dan ragam 

permasalahan yang dihadapi wilayah 

masing-masing, diperlukan koordinasi 

dan fasilitasi pemerintah pusat, provinsi, 

dan kabupaten/kota (BKP5K, 2013). 

Salah satu upaya yang dilakukan 

adalah dengan mengaktifkan PPS yaitu 

melalui pengukuhan PPS dengan 

Keputusan Kepala Badan Ketahanan 

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

(BKP5K) Kab. Bogor No. 

520/22.a/Kpts/BKP5K/2013 tentang 

Penetapan Daftar Nominatif Penyuluh 

Swadaya Kegiatan Penyediaan Jasa Non 

PNS pada Badan Ketahanan Pangan dan 

Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan 

Kehutanan Kab. Bogor Tahun 2013. PPS 

adalah pelaku utama yang berhasil dalam 

usahanya dan warga masyarakat lainnya 

yang dengan kesadarannya sendiri mau 

dan mampu menjadi penyuluh (UU No. 

16 tahun 2006  Pasal 1 ayat 20). Namun 

tidak sesederhana pemikiran bahwa 

dengan pengukuhan PPS saja sudah 

cukup sebagai bukti ketenagaan penyuluh 

bertambah.  Belum lagi melihat luas 

wilayah binaan yang tidak ada penyuluh 

perikanan di kecamatan bersangkutan 

sehingga PPS yang ditempatkan harus 

memiliki konsekuensi kemandirian 

khusus untuk menyelenggarakan kegiatan 

penyuluhan. Jumlah PPS di Kabupaten 

Bogor sekitar 31 orang. Untuk itu perlu 

dilihat kinerja PPS dalam 

mengimplementasikan kebijakan 

tersebut, yang sekaligus daat 

menunjukkan bagaimana PPS dapat 

melaksanakan aktivitasnya dengan baik.   

 

Tujuan 

1. Menganalisis karakteristik penyuluh 

perikanan swadaya. 

2. Menganalisis aktivitas penyuluh 

Perikanan Swadaya 

3. Menganalisis hubungan karakteristik 

PPS dengan aktivitas-aktivitasnya  

 

Kerangka Pemikiran 
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Karakteristik PPS dibedakan atas 

Karakteristik Internal dan Karakteristik 

Eksternal.  Karakteristik Internl PPS 

meliputi: Umur, Pendidikan formal, 

Kosmopolitan, Pengalaman usaha, 

Motivasi.  Karakteristik Eksternal PPS 

meliputi: Pengakuan resmi, Sarana, 

Bantuan biaya, Penghargaan, 

Keikutsertaan dalam kegiatan.  

Sementara itu, aktivitas yang dilakukan 

oleh PPS mencakup kegiatan-kegiatan: 

Melakukan kegiatan penyuluhan, 

Mengikuti kegiatan pelatihan, Bekerja 

atas dasar sukarela, Koordinasi dan 

konsultasi, Kemitraan dengan Penyuluh 

Perikanan PNS, Membuat Laporan.  

Secara garis besar kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat  

dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan 

Januari-Maret Tahun 2014 di Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat.  Penentuan lokasi 

dilakukan secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa : 1). 

Kabupaten Bogor merupakan salah satu 

kawasan minapolitan, yang menjadi salah 

satu wilayah dalam pengukuhan PPS oleh 

Pusat Pengembangan Penyuluhan KKP; 

2). Jumlah PPS di BKP5K lebih banyak 

dibandingkan dengan penyuluh lainnya, 

Dibandingkan dengan kabupaten lain 

(wilayah Provinsi Jawa Barat); 3). 

Kabupaten Bogor telah memberikan 

perhatian terhadap PPS. 
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Populasi dan Sampel 

Pihak yang menjadi responden utama 

dalam penelitian ini adalah PPS, sedang 

responden tambahan adalah Pusluh KP, 

BKP5K Kabupaten Bogor,  Dinas 

Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Bogor, dan Penyuluh PNS sebagai mitra 

dari PPS serta pembudidaya ikan yang 

menjadi binaannya.   

Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan 

analisis data kuantitatif dan kualitatif 

(mixed methods). Data kuantitatif dan 

data kualitatif akan dikombinasikan 

secara berurutan (sequential).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hubungan Karakteristik Internal (X1) 

dengan Kewajiban PPS (Y) 

Karakteristik internal/pribadi PPS 

yang dihubungkan dengan kewajiban 

PPS/aktifitas PPS adalah : umur, 

pendidikan formal, akses ke sumber 

media dan informasi, pengalaman, dan 

motivasi menjadi PPS.  Selengkapnya 

dari analisis Perason Chi Square 

disajikan hubungan-hubungan sebagai 

berikut : 

 

Hubungan Umur PPS dengan Kewajiban 

PPS 

Hasil penelitian tentang hubungan 

umur PPS dengan kewajiban PPS dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

Dari hasil analisis terbukti bahwa 

umur PPS berpengaruh signifikan  

terhadap kemitraan dengan Penyuluh 

Perikanan PNS dengan P-Value sebesar 

14.430 dan nilai probabilitas sebesar 

0.025 pada taraf kepercayaan  σ  0.05.  

 

Hubungan Pendidikan Formal dengan 

Kewajiban PPS 
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Hasil penelitian tentang hubungan 

pendidikan formal PPS dengan kewajiban 

PPS dapat dilihat pada Tabel 4.  

Dari hasil analisis terbukti bahwa 

pendidikan formal PPS berpengaruh 

signifikan  terhadap kewajiban PPS 

mengikuti pelatihan bidang penyuluhan 

perikanan.  

 

Hubungan Kosmopolitan dengan 

Kewajiban PPS 

Hasil penelitian tentang hubungan 

kosmopolitan dengan kewajiban PPS 

dapat dilihat pada Tabel 5.  

Dari hasil analisis terbukti bahwa 

kosmopolitan berpengaruh signifikan 

terhadap kewajiban PPS yaitu melakukan 

kegiatan penyuluhan perikanan dan 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan di 

wilayahnya, serta membuat laporan.  

 

Hubungan Pengalaman Usaha dengan 

Kewajiban PPS 

Hasil penelitian tentang hubungan 

pengalaman PPS dengan kewajiban PPS 

dapat dilihat pada Tabel 6.  
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Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara  pengalaman usaha dengan 

kewajiban PPS melakukan kegiatan 

penyuluhan perikanan, Bekerja Atas 

Dasar Sukarela, Kemitraan, dan 

Membuat Laporan.  

 

Hubungan Motivasi dengan Kewajiban 

PPS  

Hasil penelitian tentang hubungan 

motivasi PPS dengan kewajiban PPS 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Dari hasil uji Pearson Chi Square 

ternyata motivasi menjadi PPS 

berpengaruh signifikan terhadap 

kewajiban PPS melakukan kegiatan 

penyuluhan perikanan. 

  

Hubungan Karakteristik Eksternal (X2) 

dengan Kewajiban PPS (Y) 

Karakteristik ekternal/hal PPS 

yang dihubungkan dengan kewajiban 

PPS/aktifitas PPS adalah : pengakuan, 

sarana dan prasarana, bantuan biaya, 

penghargaan, dan keikutsertaan dalam 

kegiatan.  Selengkapnya dari analisis 

Perason Chi Square disajikan hubungan-

hubungan sebagai berikut : 
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Hubungan Pengakuan dengan Kewajiban 

PPS 

Hasil penelitian tentang hubungan 

pengakuan dengan kewajiban PPS dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Dari hasil uji Pearson Chi Square 

ternyata pengakuan resmi dari 

pemerintah berpengaruh signifikan 

terhadap kewajiban PPS  melakukan 

kegiatan penyuluhan perikanan dan  

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh  Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan di 

wilayahnya.  

 

Hubungan Sarana dan Prasarana 

dengan Kewajiban PPS 

Hasil penelitian tentang hubungan 

sarana dan prasarana dengan kewajiban 

PPS dapat dilihat pada Table 9. 
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Dari hasil uji Pearson Chi Square 

ternyata sarana dan prasarana 

berpengaruh signifikan terhadap 

kewajiban PPS bekerja atas dasar 

sukarela dan tidak menerima 

gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh 

Perikanan PNS.  

 

Hubungan Bantuan Biaya dengan 

Kewajiban PPS 

Hasil penelitian tentang hubungan 

bantuan biaya dengan kewajiban PPS 

dapat dilihat pada Tabel  10.  

Dari hasil uji Pearson Chi Square 

ternyata bantuan biaya berpengaruh 

signifikan terhadap kewajiban PPS  

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya, dan kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan PNS.  

 

Hubungan Penghargaan dengan 

Kewajiban PPS 

Hasil penelitian tentang hubungan 

penghargaan dengan kewajiban PPS 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

Dari hasil uji Pearson Chi Square 

ternyata penghargaan berpengaruh 

signifikan terhadap kewajiban PPS 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 
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kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya. 

 

Hubungan Keikutsertaan dalam Kegiatan 

dengan Kewajiban PPS 

Hasil penelitian tentang hubungan 

keikutsertaan dalam kegiatan dengan 

kewajiban PPS dapat dilihat pada Tabel   

12. 

Dari hasil uji Pearson Chi Square 

keikutsertaan dalam kegiatan yang 

difasilitasi oleh pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap kewajiban PPS yaitu 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya dan kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan PNS serta membuat 

laporan.  

 

Pembahasan Hasil Analisis  

Hubungan Karakteristik Internal/Pribadi 

PPS dengan Kewajiban PPS 

Berdasarkan hasil analisis 

Pearson Chi Square pada taraf 

kepercayaan σ 0.05 yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini maka didapatkan 

hubungan yang signifikan maupun tidak 

signifikan  antara karakteristik pribadi 

PPS dengan enam kewajiban PPS.  

Hubungan antara umur PPS 

dengan keenam kewajiban dari hasil 

analisis ini menunjukkan bahwa umur 

PPS berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

kemitraan dengan penyuluh PNS.  

Dengan demikian hasil dari penelitian 

tentang hubungan ini menyatakan bahwa 

umur PPS berpengaruh langsung 

terhadap kemitraan dengan Penyuluh 

Perikanan dalam hal melaksanakan 

kegiatan penyuluhan perikanan di 

Kabupaten Bogor. Menurut Van den Ban 

dan Hawkins (1999) penyuluhan 

menghendaki kemampuan yang tinggi 

dari agen penyuluhan dengan sikap 

positif  terhadap pelaku utama, terutama 

hubungan pribadi dalam diskusi bersama. 

Sumardjo (2010) berpendapat bahwa 

kompetensi kerjasama merupakan salah 

satu ciri dari kompetensi sosial, maka 
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penyuluh yang mandiri dicirikan oleh 

kemampuan internal untuk bekerjasama 

atau berinteraksi dengan pihak lain secara 

interdependent, sinergis dan 

berkelanjutan dalam koridor nilai- nilai 

sosial yang dijunjung bersama secara 

bermartabat.  Penelitian  ini sama dengan 

temuan Sapar  (2011). 

Hubungan antara tingkat 

pendidikan PPS dengan kewajiban PPS 

dari hasil analisis ini menunjukkan 

bahwa pendidikan PPS responden 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

mengikuti pelatihan bidang penyuluhan 

perikanan.  Dengan demikian hasil dari 

penelitian tentang hubungan ini 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

PPS berpengaruh langsung terhadap 

pelatihan bidang penyuluhan perikanan.  

Mulyasa (2003) mengemukakan bahwa 

pendidikan berperan dalam mewujudkan 

masyarakat yang berkualitas, 

menampilkan individu yang memiliki 

keunggulan yang tangguh, kreatif, 

mandiri, dan profesional dalam 

bidangnya masing-masing. Salah satu 

bentuk pendidikan nonformal yang sering 

dilakukan oleh penyuluh adalah 

pelatihan. Menurut Siagian (1997) salah 

satu cara untuk mengubah potensi 

seseorang menjadi kemampuan nyata 

ialah melalui pendidikan dan pelatihan. 

Sasaran yang ingin dicapai dalam suatu 

pelatihan adalah mengajarkan 

pengetahuan dan keterampilan tertentu 

yang pada umumnya berupa keterampilan 

baru yang belum dimiliki peserta, 

sehingga terjadi perubahan sikap dan 

perilaku.  Sedangkan Menurut Suryantini 

(2001), pendidikan baik formal maupun 

nonformal pada hakikatnya berfungsi 

sebagai sarana pemberdayaan individu 

untuk meningkatkan pengetahuan dan 

dan keterampilan dalam rangka 

pengembangan potensi diri. Pada 

umumnya seseorang yang berpendidikan 

lebih baik dan berpengetahuan teknis 

yang lebih banyak akan lebih mudah dan 

mampu berkomunikasi dengan baik. 

Selain itu kemampuan untuk menerima, 

menyaring, dan menerapkan hal-hal baru 

akan semakin baik. Sehingga makin 

tinggi pendidikan seseorang, maka dia 

akan lebih banyak melakukan 

komunikasi dua arah secara intensif 

dengan berbagai sumber informasi. 

Hubungan antara kosmopolitan 

dengan kewajiban PPS dari hasil analisis 

ini menunjukkan bahwa kosmopolitan 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

melakukan kegiatan penyuluhan 

perikanan, melakukan koordinasi dan 

konsultasi dengan Penyuluh Perikanan 

PNS dan kelembagaan penyuluhan 
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perikanan diwilayahnya, dan membuat 

laporan.  Dengan demikian hasil dari 

penelitian tentang hubungan ini 

menyatakan bahwa kosmopolitan 

berpengaruh langsung terhadap 

kewajiban PPS yakni melakukan kegiatan 

penyuluhan perikanan, melakukan 

koordinasi dan konsultasi dengan 

Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya dan membuat laporan 

kegiatan bulanan. Rogers (1969) 

mengemukakan bahwa seseorang dengan 

sifat kosmopolit yang tinggi biasanya 

akan mencari informasi dari sumber di 

luar lingkungannya, sedangkan yang 

rendah sifat kosmopolitnya cenderung 

mempunyai ketergantungan yang tinggi 

pada sumber informasi yang ada di 

lingkungannya.  

Hubungan antara pengalaman 

usaha dengan kewajiban PPS dari hasil 

analisis ini menunjukkan bahwa 

pengalaman usaha PPS berkorelasi positif 

atau berhubungan signifikan dengan 

kewajiban PPS yaitu melakukan kegiatan 

penyuluhan perikanan, berkorelasi positif 

atau berhubungan signifikan dengan 

kewajiban PPS yaitu bekerja atas dasar 

sukarela dan tidak menerima 

gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh 

Perikanan PNS, berkorelasi positif atau 

berhubungan signifikan dengan 

kewajiban PPS yaitu kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan PNS, dan juga 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan pada dengan kewajiban PPS 

yaitu membuat laporan.  Dengan 

demikian hasil dari penelitian tentang 

hubungan ini menyatakan bahwa 

pengalaman usaha berpengaruh langsung 

terhadap kewajiban PPS yakni 

melakukan kegiatan penyuluhan 

perikanan, bekerja atas dasar sukarela 

dan tidak menerima gaji/honorarium 

sebagaimana Penyuluh Perikanan PNS, 

kemitraan dengan Penyuluh Perikanan 

PNS, dan membuat laporan kegiatan 

bulanan.  

Kondisi tersebut sejalan dengan 

pendapat Mardikanto (2009), bahwa 

semakin lama seseorang bekerja semakin 

baik pula pengalamannya sehingga akan 

memberikan kontribusi terhadap minat 

dan harapannya untuk belajar lebih 

banyak, termasuk dalam menunjang 

profesinya sebagai PPS. Asayehegn et al. 

(2012) menyatakan pengalaman kerja 

memiliki peran penting dalam memahami 

permasalahan yang dihadapi pelaku 

utama dan berpengaruh dalam 

pengembangan profesinya sebagai 

seorang penyuluh. 

Hubungan antara motivasi 

menjadi PPS dengan kewajiban PPS dari 

hasil analisis ini menunjukkan bahwa 

motivasi menjadi PPS berkorelasi positif 

atau berhubungan signifikan dengan 
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kewajiban PPS yaitu melakukan kegiatan 

penyuluhan perikanan, berkorelasi positif 

atau berhubungan signifikan dengan 

kewajiban PPS yaitu mengikuti pelatihan 

bidang penyuluhan perikanan, dan juga 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

bekerja atas dasar sukarela dan tidak 

menerima gaji/honorarium sebagaimana 

Penyuluh Perikanan PNS.  Dengan 

demikian hasil dari penelitian tentang 

hubungan ini menyatakan bahwa 

motivasi menjadi PPS berpengaruh 

langsung terhadap kewajiban PPS yakni 

melakukan kegiatan penyuluhan 

perikanan, mengikuti pelatihan bidang 

penyuluhan perikanan, dan bekerja atas 

dasar sukarela dan tidak menerima 

gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh 

Perikanan PNS.  

Motivasi yang dimiliki berasal 

dari dalam diri PPS untuk menjadi 

seorang penyuluh swadaya disebabkan 

beberapa alasan diantaranya menjadi 

seorang PPS adalah sebuah pekerjaan 

yang mulia, karena dapat berbagi ilmu 

dan membantu pelaku utama perikanan 

dilingkungannya.  Keputusan untuk 

menjadi PPS merupakan keinginan 

sendiri secara sukarela untuk 

menyebarkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya kepada 

masyarakat.   

 

Hubungan Karakteristik Eksternal/Hak 

PPS dengan Kewajiban PPS 

Hubungan antara pengakuan 

resmi dari pemerintah dengan kewajiban 

PPS dari hasil analisis ini menunjukkan 

bahwa pengakuan resmi dari pemerintah 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

melakukan kegiatan penyuluhan 

perikanan, dan berkorelasi positif atau 

berhubungan signifikan dengan 

kewajiban PPS yaitu melakukan 

koordinasi dan konsultasi dengan 

Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya.  Dengan demikian hasil 

dari penelitian tentang hubungan ini 

menyatakan bahwa pengakuan resmi dari 

pemerintah  berpengaruh langsung 

terhadap kewajiban PPS yakni 

melakukan kegiatan penyuluhan 

perikanan dan melakukan koordinasi dan 

konsultasi dengan Penyuluh Perikanan 

PNS dan kelembagaan penyuluhan 

perikanan diwilayahnya. Hal ini 

diperkuat dengan Keputusan Kepala 

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor Nomor. 

520/22.a/Kpts/BKP5K/2013 tentang 

penetapan daftar nominatif penyuluh 

pertanian swadaya kegiatan Penyediaan 
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Jasa Penyuluh Non PNS pada BKP5K 

Kabupaten Bogor.  

Hubungan antara sarana dan 

prasarana penyuluhan perikanan dengan 

kewajiban PPS dari hasil analisis ini 

menunjukkan bahwa sarana dan 

prasarana penyuluhan perikanan 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

bekerja atas dasar sukarela dan tidak 

menerima gaji/honorarium sebagaimana 

Penyuluh Perikanan PNS.  Dengan 

demikian hasil dari penelitian tentang 

hubungan ini menyatakan bahwa sarana 

dan prasarana penyuluhan perikanan 

berpengaruh langsung terhadap 

kewajiban PPS yakni bekerja atas dasar 

sukarela dan tidak menerima 

gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh 

Perikanan PNS. Penyuluh perikanan 

swadaya dapat memanfaatkan sarana dan 

prasarana penyuluhan perikanan yang 

dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah 

daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pemanfaatan sarana dan prasarana 

dimaksudkan agar dapat membantu 

dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya. Hasil analisis tersebut sejalan 

dengan fakta di lapangan, yang 

menunjukkan penyuluh mengakui 

tersedianya sarana dan prasarana dalam 

mendukung kegiatan penyuluh.  Hasil 

penelitian berbeda dengan penelitian 

Hamzah (2011) yang menyimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang nyata 

antara prasarana dan sarana dengan 

kinerja penyuluh pertanian.   

Hubungan antara bantuan biaya 

dengan kewajiban PPS dari hasil analisis 

ini menunjukkan bahwa bantuan biaya 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya, berkorelasi positif atau 

berhubungan signifikan dengan 

kewajiban PPS yaitu kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan PNS, dan juga 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

membuat laporan.  Dengan demikian 

hasil dari penelitian tentang hubungan ini 

menyatakan bahwa bantuan biaya PPS 

berpengaruh langsung terhadap 

kewajiban PPS yakni melakukan 

koordinasi dan konsultasi dengan 

Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya, kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan PNS dan membuat 

laporan kegiatan bulanan.  

Bantuan biaya yang diberikan 

pemerintah merupakan bentuk perhatian 

dan dukungan terhadap PPS dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang 

penyuluh dan mendampingi penyuluh 
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PNS dalam hal melakukan koordinasi 

dan konsultasi dengan penyuluh PNS dan 

kelembagaan penyuluhan diwilayahnya, 

selain itu bantuan biaya di BKP5K 

Kabupaten Bogor akan diberikan apabila 

PPS membuat laporan kegiatan 

penyuluhan. Dukungan pemerintah 

daerah setempat dalam memberikan 

reward kepada PPS sangat diperlukan 

berupa insentif atau honorarium.   

Hubungan antara penghargaan 

dengan kewajiban PPS dari hasil analisis 

ini menunjukan bahwa penghargaan 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya, dan berkorelasi positif atau 

berhubungan signifikan dengan 

kewajiban PPS yaitu membuat laporan.  

Dengan demikian hasil dari penelitian 

tentang hubungan ini menyatakan bahwa 

penghargaan berpengaruh langsung 

terhadap kewajiban PPS yakni 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya, dan membuat laporan 

kegiatan bulanan.  

Hubungan antara keikutsertaan 

dalam kegiatan dengan kewajiban PPS 

dari hasil analisis ini menunjukkan 

bahwa keikutsertaan dalam kegiatan 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya, berkorelasi positif atau 

berhubungan signifikan dengan 

kewajiban PPS yaitu kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan PNS, dan juga 

berkorelasi positif atau berhubungan 

signifikan dengan kewajiban PPS yaitu 

membuat laporan.  Dengan demikian 

hasil dari penelitian tentang hubungan ini 

menyatakan bahwa keikutsertaan dalam 

kegiatan berpengaruh langsung terhadap 

kewajiban PPS yakni melakukan 

koordinasi dan konsultasi dengan 

Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya, kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan PNS dan membuat 

laporan kegiatan bulanan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis uji 

Pearson Chi Square dengan taraf 

kepercayaan  σ = 0.05 menunjukkan 

bahwa karakteristik internal/pribadi PPS 

yang berhubungan dengan kewajiban 

PPS adalah sebagai berikut : 
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a. Umur berhubungan nyata dengan 

kemitraan antara PPS dengan 

Penyuluh Perikanan PNS. 

b.  Pendidikan berhubungan nyata 

dengan pelatihan bidang penyuluhan 

perikanan. 

c. Kekosmopolitanan berhubungan nyata 

dengan intensitas melakukan 

kegiatan penyuluhan perikanan, dan 

koordinasi dan konsultasi dengan 

Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwlayahnya serta dengan membuat 

laporan kegiatan  bulanan.   

d. Pengalaman usaha berhubungan nyata 

dengan intensitas melakukan 

kegiatan penyuluhan perikanan, 

dengan  bekerja atas dasar sukarela 

dan tidak menerima gaji/honorarium 

sebagaimana Penyuluh Perikanan 

PNS, dan dengan kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan PNS serta 

membuat laporan laporan bulanan.  

e.    Motivasi menjadi PPS berhubungan 

nyata dengan intensitas melakukan 

kegiatan penyuluhan perikanan   dan 

dengan mengikuti pelatihan bidang 

penyuluhan perikanan, serta dengan 

bekerja atas dasar sukarela dan tidak 

menerima gaji sebagaimana 

Penyuluh Perikanan PNS.  

 

Hasil analisis uji Pearson Chi Square 

dengan taraf kepercayaan σ = 0.05 

menunjukkan bahwa karakteristik 

eksternal/hak PPS yang berhubungan 

dengan kewajiban PPS adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengakuan resmi dari pemerintah 

berhubungan nyata dengan  

intensitas melakukan kegiatan 

penyuluhan perikanan, dan dengan 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh  Perikanan PNS 

dan kelembagaan penyuluhan 

perikanan di wilayahnya. 

b.   Sarana dan prasarana berhubungan 

nyata dengan bekerja atas dasar 

sukarela dan tidak menerima 

gaji/honorarium sebagaimana 

Penyuluh Perikanan PNS. 

c.   Bantuan biaya berhubungan nyata 

dengan melakukan koordinasi dan 

konsultasi dengan Penyuluh 

Perikanan PNS dan kelembagaan 

penyuluhan perikanan diwilayahnya, 

dan kemitraan dengan Penyuluh 

Perikanan PNS, serta membuat 

laporan kegiatan bulanan. 

d.   Penghargaan berhubungan nyata 

dengan melakukan koordinasi dan 

konsultasi dengan Penyuluh 

Perikanan PNS dan kelembagaan 

penyuluhan perikanan diwilayahnya 

dan membuat laporan kegiatan 

bulanan.  

e.  Keikutsertaan dalam kegiatan yang 

difasilitasi oleh pemerintah 
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berhubungan nyata dengan 

melakukan koordinasi dan konsultasi 

dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 

kelembagaan penyuluhan perikanan 

diwilayahnya,  dan kemitraan dengan 

Penyuluh Perikanan, serta membuat 

laporan kegiatan bulanan.  

 

Saran 

1. Dengan memperhatikan hal-hal 

tersebut diatas PPS memiliki potensi 

untuk menjadi alternatif penggerak 

kegiatan perikanan diwilayahnya, 

berdampingan dengan aktivitas yang 

dilakukan oleh Penyuluh Perikanan 

PNS, untuk itu diperlukan upaya-

upaya untuk terus memberikan 

motivasi dan dukungan kepada PPS 

agar dapat konsisten dan kontinu 

melakukan kegiatan penyuluhan 

perikanan bagi masyarakat 

pembudidaya/pengolah disekitarnya.   

2. Perlu adanya upaya dari lembaga 

penyuluhan untuk dapat 

meningkatkan aktivitas PPS dengan 

melengkapi fasilitas sarana dan 

prasarana dalam kegiatan 

penyuluhan perikanan, dan 

peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan bidang ilmu 

penyuluhan dalam rangka 

peningkatan kompetensi PPS dalam 

melaksanakan kegiatan penyuluhan 

perikanan.  

3. Untuk lebih lanjut melihat kinerja 

PPS, dinilai perlu untuk mengkaji 

lebih lanjut aspek capaian tingkat 

kinerja PPS ini, dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang 

secara langsung maupun tidak 

langsung mengenai kinerja PPS 

tersebut.  
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